BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BUPATI LEBONG,

_ dalam

4. bahwa untuk menjamin ketepatan Waktuam Kerla
pelaksa.naan peEngawasall, perlu adanya Progr Daerah
Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat

Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapka:n
Peraturan Bupati Lebong tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten

Lebong Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
;om‘: Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
. Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan

Jalan Raya Muara Aman - Arga Makmur No. 1 Tubei Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Website - www.lebongkab.go.id
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// *. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20;4 RepubliK
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negal

/ Indonesia Tahun 2014 Nomor _244’
k Indonesl

/
Lembaran Negara chLIbli :
sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nom

3679);

S. Peraturan Pemerintah NO
Pembagian Urusan Pemerintah
Daerah, Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah Kabupa
Negara Republik Indonesia Tahumn
Tambahan Lembaran Negara RBPUbhk In

4737);
shun 2008 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T b lary
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraarl Pem_erll:lr o
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia UE
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republi

Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

merintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

8. Peraturan Pe

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah
BT diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor
— 120 Tahun 2018 tentan Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentan
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019
tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah
Tahun 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
7016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah

11.

12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentans
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Lebong;




Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor O Tahu Pres

Pemberantasan Korupsi dan P.Cfatur:ﬂ ?131

/ Tahun 2012 tentang Stratcgl R Tahu
Pemberantasan Kompsi Jangka panjans

,-’/
,r";
/ Menectapkan : PERATURAN BUPATI LEBON;‘;'
KERJA PENGAWASAN TAHUNATAHUN

DAERAH KABUPATEN LEBONG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah %
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan p
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Lebong
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong

Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat

.
Inspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
bertanggungjawab langsung Kepada Bupati;

6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan;

e G) 7. Pengawasan Fungsional terl}adap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten
Lebong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan

Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, kententuan
dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan
pengawasan
dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur au%lit den tgl;anrill%

audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan. renc

_ , ana,
target sistem dan _PI'PSEdur yallg _Sehamsnya dengan kondl:i);i0 gii:.;
kenyataan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit

kerja yang bersangkutan,;

Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan te
- rhada
pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya male j:iI;ekS ;:agsz

dan prasarana serta metode kerja;
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11.

¢ mengatur jadwal

PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yan
dan sasaran Pemeriksaan Reguler;,

ukan kegl
SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melak

pengawasan fungsional:

12. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiat

sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pen
lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT;

13.

14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Si
Layanan Umum Daerah yang ada di wilaya

an pemeriksaan .
gaduan,

Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan o ng di dalamnya
pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemerl
mengungkapkan fakta, data dan kejadian yan
atribut temuan: kondisi, Kkriteria,
disampaikan kepada pejabat yang berwenang url

iksaan y_a

kibat dan o
sebab amk Y nindaklanjuti;

pil Daerah dan Pegawal Badan
h Kabupaten Lebong.

Pasal 2
Tujuan Pemeriksaan.

1) Mengetahui sejauhmana penataan kelembagaan telah dilaks
secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

anakan

2) Mengetahui sejauhmana kebijakan pengelolaan keuangan telah

dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan sesual ketentuan

yang berlaku.

3) Mengetahui sejauhmana realisasi penerimaan daerah sesuail

ketentuan yang berlaku.

4) Mengetahui sejauhmana pengelolaan barang daerah apakah sudah
dilaksanakan secara efesien, efektif dan ekonomis dalam menunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.

5) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6) Mengetahui seJauhmana pelaksanaan tugas fungsional
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

8) Mengetahui sejauhmana  tugas fungsional Penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten.



ban umumnl

/ 9) Mengetahui dan menilai sejauhmana pembinaan fostert da
asing pPa

dan perlindungan masyarakat dan penanganar orang
Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Aspek Pengawasan

1) Penataan Organisasi Pemerintah

penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangk

Republik Indonesia.

s . rah
2) Kebijakan pengelolaan dan pertangguﬂg]awaban Keuangaan Dac

(Sistem Akuntansi Pemerintah).

3) Kebijakan kedudukan keuangan Ketua/ wakil Ketua dan Anggota

DPRD
Daerah, Dana Bagi

4) Pengelola PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/
Hasil

5) Hak dan Kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

6) Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah.

7) Tindak lanjut dari Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

8) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
9) Pengelolaan SDM.

‘; 10) Kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4
Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasar d
v ) a
prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembingan dan pengaw n a;
asan di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Ke _
) menterian/Le
Pemerintahan Daerah. /Lembaga dan




Tujunn Kebijakan

er | ' L 3 . A\
P * Pembinann  dan Pengawasan Atas Pen) clenggaran
‘menntahan Daera

h Tahun 2020 untuk:

Jenderal
Non

A, menasg *
chsinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat

Kementerian /Inspektorat  Utama Lembaga Pemerintah
}‘C"mm‘:ﬁmh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten; dan

. o . — n
b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintaha

Inwas
dan  kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Penga

Intern Pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Lebong melakukan pengawasan terhadap:
4. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten;

b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

Pemerintahan Desa dj Kabupaten Lebong.

€. Percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan
publik pada pemerintahan kabupaten dan Kegiatan penunjang

pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal S
Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk
diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi, pegelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya
manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian:

a. Aspek Tugas Pokok dan P\mg§i Instansi termasuk pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan

Desa.

b. Aspek Pengelolaan Keuangan.

c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

d. Aspek Pengelolaan Barang Daerah.
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3.

BAB 111
SASARAN PEMERIKSAAN
Pasal 6

. ' ¢
Sasaran pemeriksaan operasional mencakup :

Ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

.- _ nfaatan
Konsep eckonomis adalah berhubungan dengan cara et
berbagai sumber daya yang ada

n antara keluaran

Konsep efisiensi vaitu berkaitan dengan hubunga
I .v C a g g aya yang

yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber d
digunakan

Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian
tWuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu keglatan

Diantaranya adalah:

a. Penataan organisasi pemerintah daerah meliputi

b.

pembentukan

organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah, susunan
organisasi dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam

pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap
Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi
penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan
pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaaI;




termasuk Realisasl pclaks

e. Pengelolaan Barang Daerah

pengadaan Barang dan Jasa Instansi
asa, lualifikasi dan pe 1ia ’:}

g mcncta

f Panitia pengadaan barang dan }
barang dan jasa, Pejabat yang berwenan
: barang/ jasa metode dan sistem pengadaan

produksi dalam negeri,

pemeriksa barang/jasa,
manfaat pengadaan barang/jasa da

terhadap barang-barang hasil pengadaan.

n invcntarisaSI

han, penyelenggaraan fa

erselisihan daerah, P
emerintahan

{. Penyelenggaraan koordinasi pemerinta

|
@
é kerja sama daerah dan penyelesaian p
: fasilitasi penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja P

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

pengadaan pegawal,

egawal, pembinaan
dan diklat dalam

g. Pengelolaan SDM, meliputi formasi pegawal,

pengangkatan CPNS menjadi PN, pemanfaatan p

disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan

pengangkatan jabatan struktural.

h. Perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata  ruans,

I pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunarn
&

pedoman pelaksanaan perencanaan daerah.

i Pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan
pelaksanaan SIAK serta pelaksanaan E-KTP.

= ) j. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah

— daerah meliputi Program Kerj ]

! | p g 'rJa Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan

!' Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta

‘ pengawasan Peraturan Daerah d P pementanan terhadap
an reraturan Kepala Daerah.

k. Penciptaan dan Pemeliharaan ketentr
aman dan ketertib
an umum.

DPRD/Kantor/Kecamatan/Kelurahan /Degqy / Sekolah
olah/

Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Dacrah Kat Badan Layanan
abupaten Lebong.



BAB V
Pasgal 8
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

- . . e al
L. Personil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempuny®

| \ — iberi
Jabatan fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak lain yans dibe
uh oleh

tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak sccard pent ansi
| a in ~
pcjabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada

pemerintah untuk dan atas nama APIP.
anaan Anggaran

2. Dana Penunjang berasal dari Dokumen Pelaks
Inspcktorat Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI
Pasal 9
PELAPORAN

a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/P2HP.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab.

BAB VII
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 10

1. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan
untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang
disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan;

2. Tinfiak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti
paling lama 60 (Enam puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan

diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;

3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan
dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut;

4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek
pemeriksaan dituangkan dalam berita acara peémantauan tindak lanjut

BAB VIII

KOORDINASI PEMERIKSAAN
Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kiner:

Kabupaten Lebong dapat melakukan koordinasi denganklll:fgbaé aInSpektorat
fungsional, seperti BPK, BPKP, Irjen Depdagri, Inspektorat Prg pengawas
Lembaga Pengawas Fungsional lainnya; ovinsi  atau




BAB IX
| KETENTUAN PENUTUP
/ Pasal 12

H‘i‘:‘l}a\ yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenal
/ teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Lebong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ':%ffti_ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daecrah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal 15 Januari 2020

Di undangkan di Tubei
pada tanggal 15 Januari

SEKRETARIS DAERAH

./;’_..'-"""1--.__‘ EBONG’
o
‘,«1
¥
H.MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR

PENELAAH PRODUK HUKUN
KABUPATEN LEBONG
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Tanggal 15 Januari

DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

Jenis J enis
Tema Pengawasan Nama PKPT

Pelaksanaan assurance
Audit Dana

Audit Kinerja dan B MARET' 2020

operasional pada

Sekolah SD,SMP untuk

Periode Laporan 2020
S Audit Kinerja dan
F 20 PElalasatiam operasional pada OPD Audit 30 OKTOBER
-2 |Pengawasan Internal assurance | .1 priode Laporan 9020
secara Berkala 2020

Pengawasan Internal
secara Berkala
Pemeriksaan Khusus |assurance Penanganan kasus januari s/d
atas pengaduan di pengaduan di Desember
lingkungan pemerintah lingkungan pemerintah 2020
3 |daerah daerah

Pemeriksaan
Khusus/

Audit
Inpestigasi

S e w ame) YY) H[jUi’_‘iLl ullllu.ﬁ.buu ECPCI Ll PUI\UI\. ODLAL AL vaas wewee -

sekolah yang
dipilih
berdasarka
APRIL,2020 84.000.000 |Tinggi |sekolah yang
mempunyail
risiko audit
-
OPD yang
dipilih
berdasarka OPD
Q%ZS; ., 84.000.000 |Tinggi |yang
mempunyai
risiko audit
tinggi
penanganan
74.800.000 |Tinggi |Pengaduan
Masyarakat

januari s/d
Desember
2020

piran Peraturan Bupati Lebong
Nomor 2 Tahun 2020

2020

N

-




116.000.000 Tinggl

November
2020

yang |
mempunyal
risiko tinggi di

reviu penyerapan
| mm&c Humﬁmmﬁm.m.ﬂ Eummmwu. an OPD Tn
, [parang dan jasa dan assurance Wulan IV Tahun 2019
~ [RKA dan Try Wulan [,II,dan
. [II Tahun 2020 dan
_ Reviu RKA OPD

5 |Monitoring SPIP EZOESEW SPIP Monitoring
-En_ 2020 Juni, 2020 81.950.000 |Tinggt

. september,
-— Agustus, 2020 |, 55 81.950.000 |Tinggi

berdasarka
OPD yang
mempunyail
risiko tinggi

125.000.000 Tinggl

Desa yang
dipilih
berdasarka
Desa yang
mempunyal
risiko audit
tinggl

Pemeriksaan
Pelaksanaa urusan
Pemerintahan Desa

Tahun Anggran
2019/2020 untuk
Priode Laporan 2020

Audit Kinerja dan
operasional pada
6 |Pemerintahan Desa
Tahun Anggran

2019/2020

assurarce

assurance

Desa yang
dipilih
berdasarka
Desa yang
mempunyal
resiko audit
tinngi

Pemeriksaan
Pelaksanaa urusar
Pemerintahan Desa

Tahun Anggran
2019/2020 untuk
priode Laporan 2020

Audit Kinerja dan
oprasional pada
Pemerintahan Desa

Tahun Anggran
2019/2020




3 |Evaluasi Lakip OPD

Evalusi Rencana Aksi
Daerah

Reviu Laporan
Keuangan

Tindak Lanjut hasil
temuan Pengawasan

BPK RI,BPKP.Irjen,
Inspektorat Provinsi

dan Inspektorat
Kabupaten Lebong

11

assurance

daSsurance

assurarice

assuraricc

OPD yang
dipilih
berdasarka OPD
yang .
mempunyai
risiko tingg

Evaluasi Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah

Evaluasi

_bﬁauwowo »PmuﬁEqMOMO 45.000.000 |Tinggi
; ; m,meH.ﬂmH.murw.E.n
Februari,Juni, i september
september dan
40 D b dan
2020
_ﬂnUEgHmomo maret,2020

Evaluasi dan
monitoring Rencana
Aksi Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

OPD yang
dipilih
berdasarkan
MCP KPK

Evaluasi dan
Monitoring

45.000.000 |Tinggi

OPD yang
dipilih

Reviu Laporan
o ; berdasarkan

Keuangan Pemerintah

Daeeaky Tahin Reviu 44.000.000 |[Tingg1 |OPD tertentu
Anggaran 2019 untuk yang |
Periode Laporan 2020 mempunyai
risiko tinggi
Tindak Lanjut hasil Pemantauan — ——
temuan Pengawasan |Tindak Lanjut .. |obrik yang telah
Internal dan eksternal | LHP Internal w_u%. MMEU@& WM MMEU@& 225.000.000 |Tinge diperiksa
priode laporan 2020 dan Eksternal
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Reviu DAK

reviu Laporan Realisasl

Penyerapan dana dan
dassurance Capaian Output Reviu

Kegiatan dana Alokasi
Khusus

Diundangkan di Tube1

Pada Tanggal
SE

-

1B Jemaarl, | S

ARIS DAERAH

KABUPATEN LEBONG,

N\ e

H.MUST/

BERITA DAE

-y, z.ﬁ
RAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NIOMOR

Q
\ m.mﬁ;.ﬁmu.wu m.._ﬁ;bﬂ
Februari, Juni :
’ Juni dan . berdasarkan
mﬁm september| (o prember 47.640.000 |Tinggi  |OPD tertentu
A 2020 yang
EmEﬁﬁﬁ%mw
risiko tinggj

ABUPATI LEBONG,

H.ROSJONSYAH




